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INTISARI

Kabupaten Daerah Tingkat 1I Bone adalah salah satu
kawasan Indonesia bagian Timur yang potensial dengan
adanya Pelabuhan Bajoe. Potensialisasi daerah ini diman-
faatkan untuk menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah,
dalam mana Retribusi Pelabuhan Bajoe adalah salah satu
jenis penerimaan Retribusi Daerah yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah, berdasarkan hak otonomi daerah yang
diserahkan kepada daerah. Dengan pemanfaatan potensi itu.
maka diharapkan retribusi Pelabuhan Bajoe dapat memberikahn
konstribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bone,

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana pemungutan Retribusi Pelabuhan Bajoe Kabupaten
Daerah Tinagkat II Bone. vang meliputi bagaimana mekanisme
pelaksanaan pemungutan Retribusi bagaimana kemampuan
aparat pemungut retribusi. Untuk mencapai tujuan tersebut.
maka datam melakukan penelitian Penulis menggunakan pende-
katan kualitatif dengan dasar penelitian survey, vyaitu
data-data vyang diperoleh vaitu vang ada hubungannva dengan
pemungutan Retribusi petabuhan Bajce Kabupaten Daerah
Tingkat I1 Bone, kemudian dalam penentuan responden dila-
kukan secara purposive sample dan ditetapkan sebanvak 65
orang.

Dar+ hasil! peneiitian serta hasil analisa vang
ditakukar Penulis, dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan
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pemungutan retribusi dapat diterima oleh pengguna jasa,
terbukti dengan sebagian besar responden menyetujuinya.
Namun kemampuan petugas pemungut Retribusi masih perlu
ditingkatkan terus agar kualitasnya lebih dari sebelumnya,.
Dan dari hasil wawancara Penulis dengan Kepala UPTD
Kecamatar Tanete Riattang Timur, menunjukkan bahwa masih
ada segelintir masyarakat (wajib retrbusj} vang kurang
menyadari kewaiibannya untuk membayar Retribusi.

Yang operldy dicatat bahwa Retribusi Pelabuhan Bajoe
cukup mempengaruhi peningkatan Pendapatan Daarah Kabupatsn

Daerah Tingkat II Beone.
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BARB 1

PENDAHULUAN

A. lLLatar Pelakang

Ferkembang=zm dasrah  adalah merupakan SAZ&ran
pembangunan nasicnal, dengan merciptakan pertumbuban dan
nemerataan. Untuk mewliudkan pembangunan dasrah, mak 3
daerah vang  meEmpuny &l potenzi  dan  hemampuan untuy
menyelendggarakan pemar intahanny & diberi otonomi, yalhu
hak . wewenang dan kewalilbannya arntal mengatur e gty
mengurus  rumah tangga dagrabnya. Demgan adanya  hak dan
wEwenang yang Ziberikan dasrah maba dibsrapban  mampu
meningkathkan pemanfaatkan dan pengemtangan sumnber daya
alam =ehingazx m20iadl gumbar  dana bagl pembangunan
dagrah.

oumber danz merupakan zvarat mutlabk yang haruz ada
di dagrah untuk melaksanakan pemSangunan termasuk
“abupaten Daerat Tingv¥at II Bone vang memiliki potensi

Sumber  Dava Alas amtulk meniadi sumber dama bagi deerab-

mem.  Satah =ate sumber dans V¥abupaten Tagrah Timgkat I1
oionne ang drpzl mEaaint an T E A penting bagi
Ay e o s ot adalaety Felabuhan Cajoe dengan

g ad ol o peEdees Tahaio e R ATH -



Pendapatam daerah

sangatlah

penyedisan anggaran belanja daerah bahkan

melalui

penting dan mempunyai andil yang

N

pajak dan

retribusi
besar dalam

gebagian daerah

iebih mengandaltban peEnerimaan gajak dan pengutan
retribusi  =sbagal pemazukan tetap daerah vyang =ifatnva
walib  dan bezernya  disesuaikan  dengan  kondisi atau
keadaan z&r tor pendapatan tersebut EESUal derngan
peraturan—-peraturan 'daerah baik Da=rah Tingkat I  masupun

—_ . _ .
Daeraih  Taimgrabt 1]

Fa=Ine

meEruEskan

peniatarean peraburan-

peraturan dari pemerintab pusat.

Femanfaatarn dan pengembangan sumber dana dan  daya
adalal merupakan  tujuan dari  pada pemberianm otonomi,
oclebnva 1tu pemerintah daerabh lesbih  memacu otonomi
daerahrnyva. Setiap dazrah diberikan swunber -sumber
pembiayaan sang cukup agar dapat mengatur dan  mengurus
rumah tangganmya sendiri, tetapi mengingat tidak semua
umber pembiayaan  dapat diberikan kepada dae  rah  maka

engan memperhatikan kemampuan dagrah perlu

meninghatkan

ndapatzn deerak,  bait  dengan punguhan oy ang lebih
TRl FEREEN walar tertib terhadap sumber—cumbet v anig ada
apun denoan monngail sumber-sumbEe pendapatan sang har
pin hodnt Do ientEngoen LDET LS Vezsntingan nasiconsl  dan
NI SRRt sorundangouenCsngan A arlabko.
et * —elu Aitimabztban kemampuan  serta perbalban
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aparatur pemerintak daerah, guna mewujudhkan otonomi
daerah secara baik, nyvata dan bertanggun jawab. Menurut
peraturan perundang-undangan vang herlatu, pemerintah
daerah wajib berusaha mencukupi amggaran  belamja  rutin
dengan pendapatan vang berazal dari sumber serdiri. maka
sudah  menjadi  kewajiban Pemerintabk  Daerah Timgkat TI
Eone. untuk mengelcla pendapatan asli daerabnva.
Felabuhan Bajce adalab salah satu pelabuhan =ebagai
Mara halnya pelabuhan—pelabuhan  lain v ang ada dz
nusantara ini khususnya dasrah Sulawesi Selatan memilili
peran penting sebagai jalur perdagangan dan ebonomi  vang
berzstala kecil zerta zarana penyeberanaan dan  pernghubang

daerah  utamanya daserah Sulawesi  Selatan dan Sulamesi

ti

Tenggara bsnkan pelabuksan laut, aban tstapi =esuai dengan
bondisinya yang seharang ini maka pelabuhan baice maszih
merupakan pelabuban pantai. Qleh karerna itu pendapatan
pelabuhan EBajos melalui pemungutan retribusi  diceeuilkan
dengsn taraf pelabuhannva.

Fada dasarnya  penerimaan bea  dan jasa prautan

pelabuhan Fzxjoe dapat terus ditirngkatkan vang  drsezuibkan

dengan hapasitas pelabuhan .yang memadsi dengan  malal oban

pengenbancan pelababan,  tstapl vang mengads oA lat
sdalab turen mathnys pondapstan aban Cercr Ladan roote s baan

dari tarurn ke tahoen sehingga tert adenn CEmEriaman




Rp. 59.371.400,~ pada tahun 1994-1995 target yang
ditetapkan sebanyak Rp. 201.312.000,- dan realisasi
penerimaannya sebanyak Rp. 210.022.750,- pada tahun 1995-
1396 target yang ditetapkan sebanyak Rp. 210.056.000,- dan
realisasi penerimaannya sebanyak Rp. 228.218.000,- dan
pada tahun 1996-1997 target yang ditetapkan sebanyak
Rp. 227.418.000,~ dan realisasi oenqrimaannya sebanyak
Rp. 234.527.500.-

Mengingat realisasi penerimaan retribusi pelabuhan
Bajce dari tahun ke tahun bervariasi artinya pernah
mencapai target dan pernah juga tidak. Hal inilah yang
mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan di atas
dengan judul : PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELABUHAN BAJOE

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Membahas mengenai pemungutan retribusi, tidak
terlepas dari pada aparat pemerintah yang mampu uniuk
melaksanakan tugas sebaik-baikhya yang penuh tanggung
jawab serta kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa.
Olehnya itu dalam hal ini penulis membatasi pada masalah
mengenai pemungutan retribusi pada lingkungan pelabuhan
Bajoce Kabupaten Daerah Tingkat II Bone,

Untul Tebih mempermudah operasicnalisasi masalanh yang

talan dikemukakan 41 atas sehubungan dengan penulisan ini,



tersebut dapat mencapai target dan juga tidak mencapai
target apabilsa melampawl target yang ditentukan.

Naik furunny a penerimaan retribusi pelabuhan Eajoe
menjadikan masalah tagi aparat darn pemerintah dasrah
Tingkat 11 Bone antul meningt athan  status  dan taraf

fapasitaz pelsabuhan menjadi pelabuhan Juga menyulithan

w

bagi aparat pelabuhan untuk  meningkatkan pelayanan
maksimal bagl peErgQuUna JEsa pelabuhan Bajoel

Mazalah malk rurargy & SENEr LMaan retribusa
pelabuhar tayoe  menurut kami tidak terlepas daril

Lemampuan aparat dan staf operazional pemungut retribusi,

mekanisme pemungutan, bualitas pelavanarn, zistim
bapasitas pelabuhan., peEngguUna szxza pelabuhan dan mungk in
juga penetspan +arget yvanag tidst cezuai dengan reslizesi
dilapangan atau dapab Jugs Aisebabran tidak adanya

pengawasan Yang cermat, baik terhadap aparat pemungut

retribusi madpun pengguiid jasa palabuhan.,

Untuak Jenih delasznya dapat Pita lifiat pada
realisasl pernerimasn Febribuzi polabuhan baime  Yabupaben
dagprah Tinabst I Haons —mbhanai Derivrut o pads takun 1992
1997 baroqet ang dlitstanhen cotoancak Fa. 10T EEBLIOT 0 dan
realisazi 7 ORT BRI ERES oEr L IEE . i
1"?':?-:“'1‘:??4 t.:\i'L;"_ v S ! e vas = Tl . ! > -7 A
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maka penulis akar mercemukakan rumusan masalah -:hagal

berikut

1. Bagaimana mekanisms pelaksanaan pemungqutan relribusi
pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

2. Bagaimana kemampuan personil dalam pelaksanaan
pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah

Tingkat II Bone.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana setiac penulisa karya ilmiah. senantiasa
mempunyai kegunaan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu
a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka
penelitian ini bertujuzn untuk
1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan

pamungutan retribusi pelabuhan Bajoe,.

8]

Untuk mengetahui tagaimana kemampuan personil dalam
pelaksanaan pemunsutan retribusi pelabuhan Baijoe
Kabupaten Daerah Tingkat Il Bone.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah

1. Diharapkan dari hzsil penelitian ini dapat menjadi
bahan masukan Qagi nemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
Il Bone, khususnya Dinas Pendapatan Daerah sebagai
organisasi pemungut retribusi dalam penyempurnaan
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyangkut mengenai

pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe.
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2. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan memperoleh
gambaran mengenai kemampuan dan potensi vang dimiliki
oleh perscnil atau petugas pelabuhan dalam menangani

pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe.

D. Kerangka Konseptual
vyang menjiadi kerangka pemikiran penulis adalah ber-
dasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pockok-

pokok pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa

“Agar supavya daerah dapat mengurus rumah tangganya
sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya
diberikan sumber-sumber pembiavaan yang cukup tetapi
meningkat bahwa tidak semua sumber-sumber pembiayaan
dapat diberikan kepada daerah maka kepadanya daerah
diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangan
sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku”,

Derngah pemberian otonomi kepada daerah untuk
mengelola sumber-sumber yang ada didaerahnya bertujuan
untuk mempercleh dana yang cukup dalam mengelola atau
mernigisi keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan
pembancunan dan kelancaran jalannya pemerintahan daerah.

Derngan cemberian otcnomi ini yang mendorong

cemerintah Daeras Tingkat II Bore untuk mendirikan

celabuhan 3nic= sebagai salah satu sumber pendapatan asli
i simara dSatam pemanfaatannya dilakukan lewat
cangelcolaan vang efaktif dan evizien sehingga dapatl



Adapun hal lain yang mendasari pendirian pelabuhan
int adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 1
tahun 1969 tentang susunan tata kerja pelabuhan daerah
pelayaran dijelaskan dalam ketentuan-ketentuan umum yaitu
tentang pelabuhan yang tidak diusahakan adalah sebagan
berikut

"Pelabuhan dalam pembinaan pemerintah yang sesuai

dengan kondisi, kemampuan dan perkembangan potensi-

nya masih lebih menonjol, sifat-sifat Overheidzog

atau yang belum ditetapkan sebagai pelabuhan yang
diusahakan”.

Dalam pengelolaan pelabuhan Bajoce sebagai pemungut
retribusi tidak terlepas dari pendekatan manajamen vyang
merupakan pendapat ahli manajamen yaitu

Menurut G.R. Terry {1966 : 5) dalam bukunya
"Principles Management” mengatakan bahwz

“Manajemen adalah suatu proses yang khas dimana

terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, peng-
organisasian, menggerakkan dan mengendalikan yang
dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-

sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfzatan
sumber daya manusia dan sumber daya lainnya’.

Sedangkan Harold Kcots dan Cyril O’Donnel, (1975:12)

dalam bukunya “"Principles Of Management, An Analysis Of

Maragement Fungsions” mengatakan bahwa
"Manajemen meruparan usaha untuk mencapai suatuy
tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. dengan
demikian manager mengadakan koordinasi atas sejumtan
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aktivitas orang lain vang meliputi perencanaan, peng-
organisasian, penempatan, penggerakan dan
pengendalian”.

Untuk menjadikan pelabuhan Bajo sebagai obyek
pemungutan retribusi yang bisa diandalkan perlu memper-
hatikan fungsi-fungsi manajamen seperti yang telah
disebutkan di atas. Dalam hal ini pelabuhan itu perlu
dikelola dengan memperhatikan fungsi-fingsi manajemen
yaitu perencanhaan, pengorganisasian dan pengawasan
sehingga tercapail pengelclaan yang intensif dari sarana
maupun prasarana. Perbaihan prasarana yang sudah ada dan
penyediaan fasilitas-fasilitas yang perlu untuk Kegiatan
bongkar muat barang di dalam pelabuhan tersebut. Agar
nantinya bisa berkembang dan dikelecla secara baik dan
dapat menadi sumber pendapatan daerah yang menunjang
pembangunan dan jalannyz pemerintahan daerah. Sedangkan
pengelolaan yang dimaksud adalah mempunyat suatu hubungan
dengan administrasi yang dimaksudkan disini adalah dalam
bentul¥ pekerjaan atau marupakan suatu proses kegiatan
duniza usaha.

Pengertian administrasi menurut Prajudi Atcmosudirjo,

{1986:75 mengatakan bahwa

"Administrasi adalar penggerzkan, pembimbingan yang
didahului dengan serencanaan, penyelenggaraan,
Lemudian diikuti cengan koordinasi penvelenggaraan

aksanaan dari wusaha tadi dan diiring:
ongan pengawasan zlannya usaha’.
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Dinas Pendapatan Daerah merupakan organisasi
pelaksana pemungutan Retribuszi sebagai Unit Pelaksana
Tehnis Daerah. Dimana dalam melaksanakan kegiatan tersehut
verdasar~an cada mekanisme vang ada dan didukung cieh
kualitas dan kuantitas gpersonil pemungut retribusi. Dan
untuk menghindari adanya openyimpangan maka dibutuhkan
pengawasan dari aparat yang berwenana dalam hal ini Dinas
Pendapatan Daerah. Untuk mengetahui apakah pelaksanazan
gcemungut an retribusi pelapuhan Baice., mencapai keberhazil-

an atau tidak dacat kita lihat pada target vang telah

ditentukan dan dengan realisaszi vanas ada.
E. Metode Penelitian
et ods penelitian zdalah cuaty cara [ =
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sehingga dalam mendekati suatu persoalan yang dikehendaki.
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sesuai
dengan obyek yang akan diteliti dengan menggunakan :
1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian deskriptif, tipe 1ini digunakan Kkarena
data vang dibutuhkan adalah data yang memberikan gambaran
secara jelas tentang pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe
Kabupaten Daerah Tingkat Il Sone.
2. Dasar Penelitian

Dasar penelitian vang digunakan adalah Survei, yang
bertuiuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari
sejumlah infcrman dan responden melalui wawancara dan
angket dergan pihak yang berrompeten.
3. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalab :

a. Observasi

Adalah pengamatan langsung dengan meninjau kepada
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Adapun informan vaitu sebagai berikut

- Kepala Dinas Pendapatan Daerah : 1 orang
- Kepala UPTD pelabuhan Bajoe : 1 orang
~ Kepala Kantor Penyeberangan : 1 orang

pelabuhan Béjoe
- Petugas pemungut retribusi : 2 orang
- Kepala Kantor Kesyahbandaran : 1 orang
pelabuhan Bajoe.
Kuesioner (angket)
Yaitu merupakan instrumen pengumpul data dengan
membuat daftar pertanyaan yang diberikan kepada

responden untuk diisi.

4, Populasi dan Sampel

a.

Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 150
orang vang terdiri atas masyarakat pehggguna jasa
dan aparat yang berkompeten.

Sampel

Dengan melihat jumlah populasi yang cukup besar
serta terbatasnya waktu dan dana. maka penulis
menentukan sampel sebesar 15% dari jumlah populasi,
sehingga diperoleh 65 orang sebagai sampel. Yang

terdiri atas

- Pemilik Kendaraan (sopir) : 30 orang
- Penumpang kapal : 25 orang
~ Pengunijung (Pengantar) : 10 oranag

pa2labuhan Bajoe




Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini
adalah Purvosible sampel dengan pertimbangan orang
yang berkepentingan dalam pemungutan retribusi
pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bone.
5. Metode Analisis
Metode Analisis yang Zigunakan dalam menganalisa data
yairtu analisis deskripti¥ kualitatif yang didukung oleh
tabel frekuensi dengan mengukur bagaimana pemungutan
retribusi pelabuhan Bajoe dan perbandingan antara target

dan realisasi penerimaannysz.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skrizsi ini, Penulis membagi kedalam

Bab I : Pendahuluan yang memuat; Latar belakang
masalah, Batasan dan Rumusan masalah, Tujuan
dan Kegunaan panelitian, Kerangka Konseptual,
Mztode Penelitizn, dan Sistematika Pembahasan,

Bah 11 : Tinjauan Pustabz yang memuat; Retribusi sebagai
sumber pendapatan asli daerah, Dasar hukum
pemungutan retribusi, Jenis-jenis pemunhgutan
retribusy daerah Jdan Jenis-jenis pelabuban.

Bab T : Gambaran Umur Tsokasi penelitian yvang menuat;

WT Qrgar i sasi kRantor Petabuhan Bajce

Kaburaten Daerzn Tingkat 11 Bone. Crganisasi

cemungut retricusi pelabuhan Bajoe Kabupaten
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Daerah Tingkat II Bone, dan Perkembangan arus
talu lintas angkutan pada pelabuhan Bajoe
Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

Pembahasan Hasil] Penelitian yang memuat;
Mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi
pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat I1I
Bone, dan Kemampuan personil datam pelaksanaan
pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe Kabupaten
Daerah Tingkat II Bocne.

: Penutup vang memuat; Kesimpulan dan saran-

saran.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Restribusi Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah
Feryeraban  urusan Femerintah Pusat Fepada Dasrah
vang disertai dengan bizya yerng dapat menungk ik sm Dagrshb
oEkeria sebagzimana ¥Y&ng  diharapkan, valt vtk
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2, Undang~undang Nomo 12 Dry Tahun 1957 tentang peraturan
Umum Rerrwbu31 Daerap
3 Peraturan Pemerfntah Nomor 5 Tahyn 13975 tentang

penguruasn Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah,
Peraruran Daerap tentang Retrfbus: Daerap Yang ber-
kenaan.
Jenfs—;enrs Pungutan HetrTbusr Daerap

Adapyn jenis—jenfs Pungutan Qetribusf Daergp Yaity:
Retribusi Daerzp ¥ang dapat dipungut ai Daerap ber-
dasarkan Undang-undang Noma r Té Dret Tahun 1957 antarga
lain

Uahg Teges

Uang to! beg ja]an' bajs pangka?an dan bea

penambangan.

Beg pembantafan dan pemeriksaan

Uang Sempadan atay 12in Bangunan

Retribusf atas Pemakaign tanah

Bega penguburan
Hetribusi Daeran Yang dapat dfoungut di Daerahp ber-
dasarkan Peraturan Menteri Daltanm Neger Nomo - 11 Tahun
1375 Juncto Instruksf'Menterf Dalam Neger Nomey 16
Tahun 1952 dan casal Unﬂang=,wﬂ3ng Nome, Y2 Dy Tahyn

195?, ¥aity




Pemberian Izin mengusahakan tambak-tambak ikan ditepi
pantai.

Pemberian lzin mengambil pasir, batu dan batu kerikil
Pemberian lzin pengambilan batu karang di taut.
Pemberian lzin péngambilan dan pembakaran kapur
gamping.

Pengujian Kendaraan bermotor

ttang teges

Uang dispensasi jatan atau jembatan

Uang pangkalan

tiang penambangan

Uang pemeriksaan atau pembantaian

Uang sewa tanah atzu bangunan

Uang sempadan atau Izin Bangunan

jang atas pemakaian tanah

Uang penguburan

Paengertian atau penyedotan kakus

Pelelangan Ikan

Pemberian Izin Perusahaan Perindustrian kecil
Pengujian kendaraan tidak bermctor

Jembatan Timbang

X7

Stasiun Bis atau

fu
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um sakit dan Balai pengobatan
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(1) Dengan undang-undang ditetapkan ketentuan po,
tentang Pajak dan Retribusi Daerah, (2) dengar,

Peraturan Daerah ditetapkan pemungutan Pajak
dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Pasal tersebut di atas diKkemukakan supaya
Pemerintah Laerah mendapat pegangan dalam mengelcla
retribusi sehinggsa dapat menjauhkan pembebanan yang
melebihi batas terhadap masyarakat.

Untuk menentukan besarnya jumliah Retribusi harus
diperhatikan bebsrapa faktor, antara lain tarif-tarif yang
berlakuy didaerah sekitarnya, Kkemampuan keuangan serta
kemampuan masyarakat, tarif yang progresif dan sebagainvya.
Dapatlah dikatakan bahwa Retribusi Daerah yang diadakan
itu terasa adil dan layak oleh masyarakat dan merupakan
sumber pendapatan yang berarti bagi Daerah. Oleh karena
ity, Retribusi merupakan Pendapatan Daerah vyang tidak
kecil artinya, dengan demikian mempunyai hal vang penting
bagi seluruh pihak sebagaimana halnya dengan pajak daerah.
Retrubusi Daerah dan Pajak Daerah mempunyai perbedaan
sifat. Untuk menvyatakan perbedaan itu, dikemuxakan batasan
atau definisi Eetribusi Daerah yang dirumuskan Undang-

Undang Nome 12 Ort tahun 1957 tentang peraturan  umum

Retribus: Gaerah pada pasal 2 ayat 1 yang bercunyi

Yang “dimab i dengan Retribusi Daerah *xlah pungutan
nsevzh  ansagal  pembayaran  pemakaian  atau karena
mempercia! jasa pakerjaan usaha atau =ilik  dagrabh
bzg vang bherikepentingan atau kKarera jasa yang
diberihan olaeh Daasrah’
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pemerintah secara langsung. Dari pengertian di atas maka
Retribusi dapat diketahui adanya suatu atau beberapa ciri
tertentu sehingga dikatakan sebagai Retribusi.

Adapun ciri~ciri tersebut adalah sebagai berikut

—
.

Pungutan dilakukan oleh Negara/Pemerintah/Daerah.

ry

Pungutan sebagai hasil pengguna jasa atau milik vyang
disediakan oleh Negara/Pemerintah/Daerahn.

3. Balas jasa vang diberikan secara langsung.

1. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi.

Dasar Hukum dari pungutan Retribusi Daerah adalah
ditentukan dalam Undang-undang DParurat Nomor 12 tahun 1857
tentang peraturan umum Retribusi Daerah., Kemudian dalam
Undang-urdang Nomor 5 Tahun 1874 tentang Pokek
Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Ssemua pemungutan
Fajak dan retribusi Daerah harus dilakukan dengan
peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang mana dapat
diberikan setelah mendapat pengesahan dari pejabat vyang
berwenang. Jadi dengan dikeluarkanny Undang-undang
dengan peraturan umum Retribusi Daerah, Dberarti ads
pegangan dan dasar btagi semua daerah dalam mengelolz
sumber keuangan sendiri

Adapun rincian  mengenai  dasar hubum pemun

gu+ i
Petribusi Daerah vaitu
1. Undang-Undang lemor © Tahun 1874 tentang pouol-pol o

Pemerintahan Da=arah.



- Pasangrahan
- Pengeluaran hasil pertanian
Adapun jenis-jenis Retribusi vyang dipungut di

Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bone dan Peraturan Daerahnya

adalah sebagai berikut

- Uang leges, ditetapkan berdasarkan peraturan daerah
Tingkat Il Bone, dengan pengesahan cleh Gubeﬁnur Kepala
Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan. Diumumkan dalam
Lembaran Daerah Nomocr 1341/XI/1383.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut

Pertama-tama dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah
tingkat kecamatan sesuail dengan peraturan daerah
terhadap suart-surat yang dikeluarkan berupa pengesahan
surat-surat vyang diltegalisir, selain i1tu dipungut pula
oleh setiap bagian atau sub bagian atau surat-surat yang
dikeluarkan (catatan sipil) bagian perekonomian.
Kemudian penyetoran untuk setiap kecamatan disetor ke
Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Tingkat Il
setiap tanggal 25-28 bulan yvang bersangkutan.

- Bea pemeriksaan hewan/pembantaian. ditetapkan berdasar-
kan peraturan daerah tingkat Il dengan pengesahan
Cubernur Kepala Darah Tingkat I Sulawesi Selatan, yang
diumumkan dalam lembaran daerah Nomor 35/1/1977.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut

Bahwa setiap hewan-hewan vang akan keluar dari daerah

Lo

tebih dahulu oleh pemerintah setempat.
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Nisalnya hewan vang berasal dari kecamatan harsu melalui
kepala desa dengan membayar bea sebagai biaya adminis-
trasi. Hasil dari pungutan tersebut disetor langsung ke
Kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Tingkat 1II
pada setiap tanggal yang telah ditentukan.

Uang Sempadan/izin bangunan, ditetakan oleh pemerintah
daerah terhadap masvarakat arau penduduk yang ingin
mendirikan bangunan dengah ketsntuan vang telah digaris-
kan dalam peraturan dasrah tinckat II. dengan pengehsana
Surat Keputusan Gubernur Kepala Zaerah TIngkat 1
Prcpinsi Sulawesi Salatan, diumumkan dalam lembaran
daerah Nomor 71/111/1372.

Adapun prosedurnya adalah sebagzi be~:rut

Dipungut oleh pemerintah daerzh terhzZap masyarakat atau
penduduk yang ingin mendirikan bangunan dikenakan bea
izin bangunan berdasarkan keterntuan yang telah
digariskan dalam peraturan daerah yang telah dijelaskan
di atas yaitu dalam rangka mengisi kzs Daerah sebaga:’
hasil pungutan retribusi daerzr yang Zitetapkan bahwa:

a. Rumah tempa*t tingg2’ 1% dars® nila- anggaran bangunan
b. Bangunan usana 3% dari nila: anggz-an dangunan

¢. Bangunan gerusahaan 5% dari rnilai zrggaran bangunan
Dari hasii pungutan‘ tarsahut dise~zr ke Kas [Daerzh
masing-masing pemundgut .,
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hatan Bum:z» Saliz, ditetaphan bar-

PRetribusi halai sang

O

¥
1

)
L
[N
w

-
jve
.
-
)

Ll
o

dasarkan peratu dangan pengesahan

%
ji




[
L.

surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II
Sulawesi Selatan dan diumumkan dalam tlembaran daerah
nomor 618/XI11/1979.

Adapun prosedurnya adatah sebagai berikut

Pemungutan yaitu pertama-tama dipungut oleh setiap rumah
sakit, rumah bersalin, puskesmas dan balai zsangcbatan
milik pemerintah daerah. Selanjutnya setiap perariksaan,
pengobatan dan.perawatan yang dilaksanakan dirumah sakit
umum, rumah  sakit bersalin, puskesmas gz - balai

pengobatan milik daarah dipungut biava setiap hzri vaitu

sebesar

a. Vip sebesar Rp., 7.500,-
b. Kelas 1 sebesar R . B3. 5005
¢. Bangsal sebesar Pp., 1.000,-

Adapun sistem pemungutannya dari rumah sakit, r.mah ber-
salin, puskesmas dan balai pengobatan milix rcemerintah
daerah. Oleh masing-masing bendaharawan warvelsr
langsung ke Kas Daerah melalui D nag¢ Pendagpztz~ Dgerzh

Tingkat TI pada 22 a2 zkhir bulan vang *2la> - Tantukan

Pet - ihus. Drez-, ditaertaokan herdaszrakn parzt.-zi- daerah

rinckat I7 denzgan pengesahan surat  keputusat  Gubernur
12 fgerah Tingtat 1T Propinsi Sulawass Selatar,
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dinasikan pasar-pasar yang ada diwilayahnya dibantu oleh
beberapa orang petugas sebagai pelaksana penagihan yaitu
dengan memberikan karcis kepada setiap penjual barang-
dagangannya dipasar. Pungutan ini dilaksanakan dalam
rangka pengeiclaan sumber keuangan daerah. Selanjutnya
hasil pungutan pada setiap kecamatan selanjutnya ke
Bendaharawan inilah yang melakukan penyetoran langusng
ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Tingkat Il
pada setiap akhir bulan,

Retribusi/sewa lcods pasar, ditetapkan berdasarkan
peraturan daerah Tingkat II, dengan pengesahan surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Il Propinsi
Sulawesi Selatan, yang diumumkan dalam lembaran Daerah
Nomor 741/IV/1980.

Adapun prosdurnya adalah sebagai berikut

Pertama-tama setiap penjual yang telah mempercleh dan
menggunakan bangunan atau tempat wusaha dalam pasar,
berdasarkan surat izin dari Kepala Daerah berupa Kkios
atau Joods atau toko dikenakan sewa bangunan dan bea
nasar. Kepala Daerah menunjuk seorang kepala uit pasar
pada setiap pasar vang ditugaskan. Selanjutnya dalam
memungut sewa bangunan pada setiap pasar harus berdasar-
kan tarif yang telah ditetapkan ke Kas daerah melalui
Dinas Pendapatan Daerah.

Fetribusi 1izin ‘tempa! usaha, ditetapkan berdasarkan

ceraturan dzerah tingkat Il1 dengan pengesahan Surat



Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi
Setatan yang diumumkan dalam lembaran daerah nomor 109/
VII/1984.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut

Pertama-tama bahwa setiap pengusaha yang telah izin vang
dikeluarkan Kepala bagian perekonocmian atas nama Bupati
Kepala Daerah Tingkat 1II. Besarnya retribusi yang
dipungut berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam peraturan tersebut di atas. Hasil dari pungutan
ini oleh masing-masing pemegang Kas atau Bendaharawan
kecamatan menyator ke Kas daerah melalul Dinas
Pendapatan Daerah,

Retribusi parkir Kkendaraan, ditetapkan berdasarkan
peraturan Daerah tingkat II, dengan pengesahan Surat
Keputusan Gubernur Kepala Paerah Tingkat II Propinsi
Sulawesi Selatan, yang diumumkan dalam lembaran Daerah
nemer 127/I1V/1976.

Adapun prosedurnya adalah sebagail berikut

Pertama-tama dipungut oleh setiap petugas parkir pada
tempzt-tempat parkir vang disediakan oleh pemerintah
daerah dan dikenakan kepada yang memiliki kendaraan yang
bergzrkir pada tempat-tempal parkir yang telah disedia-
kan oleh pemerintah daerah dar dikenakan Kkepada vyang
mems "~ ki kandaraan yang terparkir pada tempat parkir
tersabut, Mavsud dari cungutan tersebut adalah dalam

rangb o disamping sebaga’ sJdmber pendapatan daerah  juga
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ke Kecamatan dan selanjutnya dari setiap Kkecamatan

disetor ke Kas Daerah pada setiap akhir bulan melalui

Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I1I.

Bea jasa pelabuhan, ditetapkan berdasarkan peraturan

daerah tingkat II dengan pengesahan surat Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi

Selatan, dan dimuat da]am tembaran daerah nomor 2 Tahun

1982 tanggal 1 Pebruari seri B nomor 2.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut

a. Bertambahnya perahu

b. Pemakaian fasilitas

c¢c. Pelaksanaan bongkar muat barang da hewah

d. Pelaksanaan kegiatan baik turunnya penumpang

ad.a. Bertambahnya perahu dipetltabuhan
Bahwa untuk berkunjungnya perahu dipelabuhan maka
datam waktu satu minggu sebelum berkunjung
terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada
kepala pelabuhan atau syahbandar, guna diberikan
izin untuk bertambhat yang diberikan Dberdasarkan
surat permohonan. Kemudian pibak yang bersangkutan
langsung melapor keperusahaan pelayaran akan
membayar bea jasa untuk bertambat kepada Kepala
pelabuhan sesuai dengan jangka waktu bertambat.

ad.b. Pemakaian fasilitas pelabuhan
Apabila perahu tersebut bertambatan dalam beberapa

waktu lamanya, laiu mamirta atau memasutkan



mempunyai fungsi dalam mengatur kelancaran lalu lintas
kendaraan.

Adapun sistem pemungutannya vyvaitu dengan memberikan
kupon atau karcis pada setiap kendaraan yang diparkir,
yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama
pemerintah daerah. Hasil dari pungutan retribusi dari
parkir kendaraan dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah
Tingkat II untuk dimasukkan kedalam pendapatan Retribusi
perkira kendaraan sebagai realisasi penerimaan Retribusi
Daerah.

Bea pendaftaran ulang ternak, ditetapkan berdasarakn
peraturan daerah tingkat II dengan pengesahan surat
keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Precpinsi
Sulawesi Setatan, dan dimuat dalam lembaran daerah nomer
41/1/1¢82.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut

Pertama-tama ditaksanakan pumungutan pada setiap
Kecamatan diberikan wewenang oleh pemerintah daerah
untuk mengelola sumber-sumber keuangan daerah. Selanjut-
nya sistem pemungutannya adatah dengan melibatkan para
Kepala-kepala desa untuk melaksanakan pendaftaran
mengenzi jumlah ternak yang ada di desanva masing-
masing., Kemudian proses seltanjutnya setiap desa yéng
diberikan wewenang untuk bea jasa pendaftaran hewan atas
pemilik-pemilik ternak berdasarkan peraturan VANG

berlaku. Hasil dari pemungutan tersebut disetor langsung




ad.

kembali surat permchonan kepada pelabuhan dengan
maksud agar supaya disediakan fasilitas-fasilitas,
(gudang, air, dan sebagainya) dalam rangka
menyimpan barang yang akan dibongkar dari  kapal.
dan pemilik perahu atau pemilik barang yang akan
menggunakan fasilitas pelabuhan membayar bea jasa
kepada petugas pelaksaha penhagihan dan penetapan
besarnya pungutan. Selanjutnvya petugas pelaksana
penagihan menvetor kepada Kepala pelabuhan.
Peiaksanaan kegiatan bongkar muat barang 41
pelabuhan.
- Bongkar barang
Sebelum diadakan pambongkaran barang di
pelabuhan maka terlebih dahulu diperiksa oleh
pihak kesyahbandaran, sesudahnya diadakan
kegiatan pembongkaran barang dari perahu,
- Muat btarang
Dalam mengadakan pemuatan barang ke perahu untuk

diangtut atau dikirim kedazerah yang dituju maka

¥

terlebih dzhulu kepala pelabuhan memberi tahukan
kepada perusahaan pelayaran agar supaya barang
yang aka: diangkut ke perahu diberikan surat
tembusan mengenai volume barang yang akan
diaraglut, Selarjutnys  pelaksanaan pernagihan
dimuat

merotapkan becsarnyoa gungdtan barang yan

uwh

g



atau dibongkar Kkepada setiap pemilik barang
kemudian.
ad.d. Pelaksanaan kegiatan turun naiknya penumpang.

Kegiatan ini  dilaksanakan di pelabuhan sebelum
penumpang kapal terlebih dahulu membayar bea jasa
{Landing Changs} kepada petugas peslaksana kegiatan
penagihan menyetor lepada Kepala pelabuhan.
Kemudian diadakan pemeriksaan oleh pihak vyang
Lerwenang, datam hal ini pegawail Kantor Pelabuhan
yang ditugaskan atau ditunjuk cleh pihak keamanan.
Selanjutnya setiap hasil pungutan disetor Kkepada
Kepala Pelabuhan, kemudian kepala pelabuhan

menvyetor  langsung ke Kas daerah melalui  Dinas

Lo
ot

Pendapa*an Dasran pada setiap akhir bulan yang

telah ditentukan.

B. Jenis-jenis Pelabuhan

Sebagaimara kita ketahui bersama bahwa pelabuhan
dipakai untul menunjukkan suatu daerah kerija yang
marupakan sarana penghubung antara lain lintas laut yang
memungkirkan hapal-kapal! dapat berlabuh atau Dbertambat

untul melalulzn kegia*an bongkar nuat barang, hewan dan

Adapun pampagzian pelabuban menpurut jenisnya yaitu:
Y. FPelaburan rang Giuzatalan
- ' . - m Ve J oo - -
Adalan pelzasuhan »uan3 2ziam pembiraan pemerintah  vang
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sesuai dengan kondisi, Kkemampuan dan perkembangan
potensinya diusahakan menurut asas-asas atau hukum
perusahaan.

2, Pelabuhan yang tidak diusahakan
Adalah pelabuhan yang dalam pembinaan pemerintah yang
sesuai dengan kondisi, kemampuan dan perkembangan
potensinya masih lebih mencnjol sifat-sifat Overheidzog
{dinas pemerintah) atau belum ditetapkan sebagai
peltabuhan yaﬁg diusahakan

3. Pelabuhan otenom
Yaitu pelabuhan yang diserahkan wewenang untuk mengatur
diri sendiri dengan suatu peraturan perundangan
sendiri.

4, Pelabuhan Xhusus
Adalah pelabuhan yang khusus menangani atau melayani
suatu kegiatan industr; yanag penyalenggaraannya
dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.

5. Pelabuhan laut dan pantaij
Adalah pelabuhan-petabuhan yang diatur dalam undang-
undang pelayaran Indcnes®z tahun 1336 <dan peraturan
perundang-undangan lainnya.

Setelah penulis menjelzskan jenis-jenis pelabuhan
maka penulis akan mengklsif%kasikan- celabuhan sebaga:s

berikut:




1.

2

i ¥

Pelabuhan menurut keadaan fistiknya vaitu:

a. Pelabuhan Alam adalah apabila semua atau sebagian
besar fasilitas pelabuhan yang diperlukan sudah
tersediz oleh alam, Jadi manusia tidak perlu lagi
mengadakan perubahan-perubahan terhadap fasilitas-

fa

P13t

[F1]

4]

¢ yang terseedia oleh alam itu, Kemungkinan
hanya sebagian keci] fasilitas-fasilitas tehnis yang
periu diadakan perubahan atau penambahan sepert:
gudang, areal daratan yang besar yang menghubungkan
pelabuhan itu.

b. Pelabuhaza~ Buatan adalah pelabuban vyang secara
atamiah baik tehnis maupun operatif belum cukup

mempunyz1! Ytempat yang aman, untuk perlindungan

[N}

kapal-kznal atau perahu. Pelabuhan 1ni  dabhulunya
dangkal SN kurang dalam sehingga perlunvya

pekerijazan.

Pelabuhan menurut Jletaknya

Pelabuhar menurut letaknya dapat dibagt atas beberapa

macam yaitu

=

[¢2

Pelabuhan yang letaknva jauh dari Tautan Dbesar atau
lautan terzouba dan pada umumnya celabuhan yang berusia
tua dan pelzbuhan semacam ini kadang-kadang berada jauh

dipedalamar =ungai dan terlindung dari angin dan ombalk.

-
i

£

Pelabuhan .ang Lerada dalam teluk atau rantau adalzh

selabuhan rang letaknya dalam teluk atau rantau.



Petlabuhan yang terletak ditautan terbuka. Pelabuhan
semacam ini termasuk perkembangannya belum begitu maju
sehingga wusaha penggalian masih perlu diusahakan atau
dilakukan.

Pelabuhan Pulau adalah pelabuhan yang terietak atau
berada pada satu pulau, Pelabuhan semacam 1ini adalabh
yang merupakan peltabuhan alam dan ada berupa pelabuhan

buatan.

Pelabuhan menurul Fungsinya
Pelabuhan menurut fungsinya dapat dibagi atas:
Petabuhan pelarian vyaitu pelabuhan yang menampung
kapal-kapal vyang datang untuk mencari perlindungan
apabila ada angin Kencang atau badan dan bahaya
lainnya.
Pelabuhan permulaan vyaitu pelabuhan vyang letaknya
atau biografinya berada paling depan bila dibanding-
kan dengan pelabunhan lainnya.
Pelabhan dinas penghubung vyaitu merupakan tempat
permulaan dan ‘tempat terkahir dinas pangkalan
tertentu, Pelabuhan seperti ini berfungsi untuk

nenyeberang sungal atau telull yang besar.

Pelabuhan karantina vaitu pslabuhan yang berfungsi
ol memiszhlar bagai-tapal darartan dan penumpang
tapal  vyang membawa penyahit  menular ditahan dulu
dipelab.han torsaput Tan  cary  dapat 11 lepasikan




apabila sudah terbukti atau dinyatakan sehat melalui
surat keterangan dokter pelabuhan yang bersangkutan,
Pelabuhan bahan bakar yaitu pelabuhan yang disediakan
semata-mata untuk mengisi tahan bakar untuk kebutuhan
kapal.

Pelabuhan pertambangan yaitu pelabuhan yang di
daerah-daerah belakangnvya membaw hasil-hasil
pertambangan vyang cukup banyak seperti nikel, besi,
timah dan sebagainya.

Pelabuhan penumpulan yaitu pelabuhan dimana *ferdapat
banyak barang vang dalam keadaan menunggu penyelesa-
ian selanjutnya. Biasanya pelabuhan ini mempunyai
kedudukan yang sangat penting dalam perdagangan.
Pelabuhan distribusi yaitu pelabuhan yang umumnya
barang yang akan 4didistribusikan oleh kapal-kapal
seluruh Indonesia.

Pelabuhan transito vyaitu pelabubhan yang mempunyai
sedkit perdaganganr sendiri dilihat dari segi
bengngkar muat bararg dipelabuhan itu sebagian besar
havalah barang-baran yang datang dari petlabuhan
lain. selanjutnya diangkut Ke pelabuhan tujuan.
Pelabuhan angkutan lau* vaitu pelabuhar yang diper-
gunakan sebagal puUsat ﬁegiatan~kegiatan angkatan

bersenjata Jtamanys zanskatan laut,

1Y



4, Pelabuhan menurut Hukumnya

Pelabuhan menurut hukumnya vaitu semata-mata menurut
hak milik pelabuhan it. dengan kata lain siapakah vyang
bertanggungjawab atas sumber pembelanjaan pelabuhan

tersebut, Beberapa var-asi yang pada hakekatnya dapat

ot}

dibagi atas dua sektor yaitu

a. Hak milik pemerintah vaitu pelabuhan vang dikuasai dan
dibelanjai oleh pemarintah, baik pemerintah pusat
maupun cemerintah dae-zh.

b. Hak milik swasta va Tu dimana hal semacam 1ini sangat
menonjc! di Inggris, zkan tetapi namun demikian Kkarena
perkembangan sejarah negara tersebut tinggal! beberapa

saja pelabuhan dalam ~eadaan seperti itu.

5. Pelabuhan menurut perdizgangan
Klasifikasi pelabutan menurut perdagangan adalah

sebagai berikut

a. Pelabuhan laut ada'z~ pelabuhan vyang terbuka untuk
nerdagangan luar nessri bagi  kapal-kapal Indcnesia
maupun Fapal-kapal dz-: luar negert,

b. Pelabuhan pantai adza as pelabuhan yang tidak terbuka
untulk  cerdagangan .ar,  jady petabuhan ini hanys#

dipergunaan untulb artzir pulau misalnya pelabuhan Bajce

T % e — -+ TT
Tinz ot 11 Bone




BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Struktur Organisasi KAntor Pelabuhan Bajoe Kabupaten

Daerah Tingkat II Bone

Sebagai mana kita ketahui bahwa organisasi szbagai
alat untuk mencapai tujuan, organisasi senantiasa Harus
bersifat dinamis artinya dapat maju atau berkembanrs dan
dapat opula berubah-ubah. Sekalipun demikian harus ‘etap
sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pelabuhan Bajce vang
awal mulanya hanva serba kekurangan tapi karena kebutuhan
dan operkembangannya maka didirikanigh pula kantor vyang
khusus menangani masalah penyebarangan.

Mengenai hesyahbandaran merupakan suatu orgarisasi
vang bernaung dibawah Departemen Perhubungan dalam h3l 1ini
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Didirikannya kantor
kesyahbandaran ini dimaksudkan sebagai pengawas dan
penvelenggara keselamatan pelavaran, agar dapat merunjiang
kelancaran arus lalu lintas kapal. pengupjung Taupun
barang, disamping itu dimaksudkan untuk memperlancar arus
masulknya atsupun Feluarnya kapal dipeiabuhan.

Fesyahtandaran Bajce vyang hampir selamz  ini  yang
celyanansso harya tarbotas pade dua  jenis  rerusabhaan

sebergngon,  aamun Jumlah serta  frabuensi  kur:ungan
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kapal semakin meningkat, begitu pula dengan arus barang
maupun openumpang dari hari ke hari jumlahnya semakin
meningkat, begitu pula prospek peningkatan jumlah
perusahazan pelayaran yang semakin bertambah pula
jumlahny=. Adapun mengenai susunan atau struktur
organisasi dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindihnya
tugas dari setiap karyawgn atau pegawai, karena dari sini
akan terlihat tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan
aktivitas ditempat kerjanya.

Adacun surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20
tahun 1388 tentang susunan organisasi dan tata kerja
kantor opelabuhan, opasal 9 yang berbunyi bahwa bidang
kesyahbandaran terdiri dari
a. Seksi tertib bandar
b. Seksi keselamatan kapal
c. Seksi penilikan dan pengukuran kapal

Dencan seksi-seksi vyang diberikan Kkepada aparat
kesyahbandaran, ini merupakan landasan dasar setiap
kesyahbandaran dalam memikul tugas dan tanggung ;jawab
telah diberikan, dengan tidak menutup kemunrgkinan s2tiap
kesyahbz~daran untuk memperluas dan merincinya sesuail
dengan keasutuhan dalam lingkungan kerjanya.

Sesuai dengan surat Keputusan Menter: Perhubuhgan
Nomar 22 tazhun 1982 tentang susunan organisasi dan tata

feria kesvahbandaran pelabuhan Bajoe, maka adapun susunan




atau

struktur organisasi kesyahbandaran pelabuhan Bajoe

adalah sebagai berikut

a. Sub bagian tata usaha yang membawahi

1.

rd

3.

Urusan umum terdiri atas

a. Urusan tata usaha

b. Urusan rumah tangga

¢. Urusan kepegawaian :
Urusan keuangan terdiri atas
a. Urusaﬁ jasa pelabuhan

b. Urusan keuangan rutin

Yrusan statistik

b. Seksi tertih bandar membawahi

1.

[#)

Sub seksi bandar yang membawahi tugas

a. Pengawasan keluar masuk kapal

h. Pengawasan muatan berbkahaya

¢. Pengawasan perairan bandar

Sub seksi awak kapal, yang mempunyai tugas
a. Pengawasan kapat:

b. Pengawasan jasa

¢. Penuntun kendaraan bermotor dinzs

Sub seksi peralatan, yang mempunya:® tugas
a. Pengawasan kapal motoer bandar

b. Pengawasan kendaraan bermotor dinas

+

Satuan keamanan bandar, terdiri 23zts anggota KPLF

yang diperbantukan kepada unit kesyahbandaran
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¢. Kelompok keselamatan kapal membawahi
1., Bidang mautika

Bidang tehnika

W ™

Bidang pembangunan dan perombakan kapa?

i=

Bidang radioc
5. Bidang Khusus KLM
8. Bidang umum
d. Kelompok penguxuran kapal membawshi
1. Bidang pengukuran dalam negeri
2. Bidang umum
Melihat dari susunan organisassi kesyahbandaran
pelabuhan Bajoe dengan berbagai macam kegiatan yang ber-
kaitan dengan masalah intern maupun ekstern pelabuhan,
aslehnya i1tu perlu penanganan khusus yang ltebih memadai.
Untuk menangani tugas yang dibebankan, maka pihak
kesyahbandaran tztah menentukan fungsi kesyahbandaran vyang
harus dijalankan yaitu
a. Melakukan penagwasan tertib bandar, tertib berlavar,
mengeluarkan surat izin berlavar serta menegakkan hukum
perkapalan dar pelayaran,
b. Mengurus perjanjian kerija laut dan melaksanakan penyi-
jilan awak kzasal.
c. Melaksanakan cengusutan kecelakaan dan bencana kapal.

-

Melakukan penilaian nesalamatan kapal.

{2

an., pendaftaran dan balik nama kapal

-

Malagkulan pensuku

m

sertza memberitan surat kebangsszan kapal.

£, elaiulan neniiikan oenczegahan cercemaran laut,



Dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan ber-
dasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 tahun
1998, Kemudian dirinci lagi ke dalam ketentuan-ketentuan
pelaksanaan kerja vang harus dijalankan c¢leh setiap
pegawat vaitu
1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung Jjawab, maka
setiap pegawai kesyahbandaran diwajibkan untuk berupaya
meningkatkan kelancaran ks3iatan penyelesaian berupa

urat-surat kapal. namun 1-dak mengurangi ketertiban
administrasi dan berpeganc pada struktur dan program
kerja vang telah ditetapka~ secara KkKhusus.

2. Pada umumnya tugas dan kegiatan kesyahbandaran. pelak-
sanaannya didasarkan pada suart-surat masuk, dapat
dipisahkan menurut sifat cz:n kepentingannya yaitu
a. Surat vyang bersifat khusus vaitu surat permchonan

vang berisikan permohcran penyelesaian surat-surat
kapal.

b. Surat vang bersifat umum itaiah surat-surat lainnya,
tidak termasuk pada surat-surat khusus yang
dimaksudkan di atas.

3. Penyelesaian surat-surat seperti vyang dimaksudkan
sebagai eurat-surat xhus.s  yang berhubungan dengan
tugas pengawasan keamanar Jan keselamatan kapal, pada

dilalsanal an - eh syahbandar, yang dalam

sszarkan pada prinsip organi-

e o ey T LY m st
prairtek J8gh3anaannya ©

-t

3]

dibagi habis kepada

kil
9
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pegawai sebagai pembantu syahbandar, melalui pemindahan
wewenang,

4. Berkaitan dengan masalah pelimpahan wewenang, maka
telah digariskan bahwa setiap pemberian dispensasi atau
kelonggaran hanya dapat diberikan berdasarkan keputusan
syahbandar dengan memperhatikan dan dengan pertimbangan
rekomendasi staf yang membidanginya sedangkan penan-
datanganannya dapat dilimpahkan kepada staf yang ber-
sahgkutan.

5. Kegiatan rutin lainnya vyang tidak prinsipil dapat
dilaksanakan penyelesajannya oleh masing-masing
bahagian atau seksi yang bersangkutan setelah mendapat
pelimpahan wewenang tugas dari syahbandar.

Dengan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri
Perhubungan Noemor KM. 136/0T7/0018/phb-E3 tentang
organisasi dan tata kerja pelabuhan penyeberangan, adalah
sebagai berikut
a. Kepala pelabuhan penyeberangan Bajoe.

Adapun tugas dan fungsi kepala pelabuhzan penyeberang-
an Bajce Kabupaten Daerah Tingkat II Bone yaitu
1. Memimpin dan membina pelabuhan penyeberangan Bajce

dajam menvyelenggarakan tugas-tugas dan funysi Lepela-
buhanan sesuai tetentuan yaﬁg tarlaku, yang meliputls
a. Melaksanalan pengaturan lalu lintas dar  arghutlan

Jdalam daerah kerija pelabuhan.
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b. Melaksanakan pengoperasian Terminal dan fasilitas
pelabuhan Tainnya.

¢. Melaksanakan pemeliharaan, ketertiban, dan keamanan
dalam daerah kerja pelabuhan.

d. Melaksanakan pengerukan alur dan kolam pelabuhan.

Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada bawahan

[ak)

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

3. Mengadakan pengendalian dan pengawasan atas seluruh
pelaksanaan tugas-tugas Kepelabuhanan.

4, Mengadakan koordinasi denjan pemerintah daerah setempat
dan samua instansi  vang ada dalam daerah kerija
pelabuhan.

5. Melaksanakan *ugas-tugas lain yang diberikan oleh

v
[

W

Jandaral Perhubungan Darat

Kakanwil! XIII Direk

]
1]

Sulawesi Setatan Tenggara.
6. Melaporkan semua pelaksanzan tugas dan tanggung jawab
kepada kepala kantor wilavah XIII Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat Sulawes: Selatan Tenggara.

b. Kepala Urusan Tata Usaha
Tugas dan fungsi +tepala urusan tata wusaha vyaitu
melaksanakan sebagian tugas lLepala pelabuhan dibidang

urusan tata usaha vang meliput:

1. Melaksanakan urusan suzrt sanvurat dan laporan tanunan
2. Malaksarakan urusan kazzgawasan dan keuangan



3. Melaksanakan urusan kerumah tanggaan, perlengkapan
kantor dan perumahan, |

4, Melaksanakan urusan koordinasi seksi-seksi lainnya.

5. Memberikan bimbingan kepada petugas-petugas vyang ada
dalam lingkungan urusan tata usaha.

5. Dan tugas-tugas lain vang diberikan o¢ileh kepala
pelabuhan. ‘

Kepaia urusan tata usaha bertanggung jawab kepada
kKepala c=iabuhan,. Dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi-
fingsin,z dibantu oleh beberapa petugas, yaitu

1. rfetugas urusan kepegawaian

My

rFetugas urusan keuangan

[

-

etugas/bendaharawan rutin
4. FPetugas/bendaharawan penerima
5. Petugas/pembuat daftar gaji

6. Petugas urusan uJmum

c. Kepala Sub Seksi Tata Pelabuhan
Kepala sub seksi tata pelabuhan mempunyai tugas dan
fungsi melaksanakan sebagian tugas kepala pelabuhan
dibidang tata pelabuhan vyang metliputi
1. Mengkzserdinir tugas pengaturan lalu lintas dan angkutan
penggunaan fasilitas pelabuhan dan penyusunan statistik
laporzn pelabuhan,

2. Mengadakan koordinasi kerja dengan subsi lainnya.
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3. Melaksanakan tugas-tugas 1lain yang diberikan kepada
kepala pelabuhan kepadanya.
4. Melaporkan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
kepada kepala pzlabuhan.
Dalam melaksanzkan tugas-tugas kepala sub seksi tata
pelabuhan dibantu 21leh beberapa petugas
1. Pengaturan ialu lintas dan angkutan

2. Petugas perggunaan fasilitas

[43)

Petugas stazi1stik dan laporan

d. Kepala Sub Seksi Jasa Pelabuhan
Kepala sub seksi jasa pelabuhan mempunyai tugas atau

fungsi melaksanakan sebagian tugas kepala pelabuhan

dibidang jasa pelabnuhan, yaitu

1. Membimbing dna menggerakkan pelaksanaan tugas-tugas
penerimaan pendapatan dan pelavanan jasa.

2. Mengadakan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan
tugas dalam lingkungan sub seksi jasa pelabuhan,

3. Mengadakan Kkoordinasi dengan sub seksi dan urusan
lainnya dalam tu3zas kedinasan.

4, Melakasanakan *.ugas-tugas lain yang diberikan Kkepala
petlabuhan.

5. Melaporkan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawéb
kepada kepala pa2iabuhan penyeberangan.

Kepala sub s:zksi jasa gelabuhan dalam menjatankan

U

tugasnya dibantu cl=2h beberapa orang pefugas yang terdira
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dars

1. Penerima pendapatan
2. Petugas administrasi pendapatan
3. Petugas pelayanan jasa

Petugas pelayanan jasa ini melaksanakan tugas-~-tugas-

nya sebagai berikut

1.

L3

<h

Mempersiapkan pelaksanaan pencatatan petayanan atas

a. Lapangan/gudang penumpukan atau tempat-tempat vyang
telah disiapkan atau disediakan petabuhan.

b. Jembatan timbang

¢. Fasilitas dermaga, tanah dan bangunan

d., Air dan listrik

Mengatur tenaga kerja pelayanan jasa dan fasiltitas

pelabuhan,

Mempersiapkan pengadaan karcis dan blangke pungutan

jasa peltabuban.

Menerima setiap hasil pungutan atas penggunaan jasa dan

fasilitas tersebut.

Melakukan penagihan apabila sistem pembayaran jasa

pelabuhan dibayar secara bulanan. Misalnya bea sandar,

sewa tanah dan bangunan, dan sewa air dan listrik.

Mengadakan koordinasi antara sesama petugas sutst jasa

pelabuhan dan subsi urusan lainnya datam tugas

kedinasan.

Menyetcor hasi! pungutan kepada petugas administras)

pendapatan.,



8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada kzasumst

jasa pelabuhan.

e. Kepala Sub Seksi Sarana Pelabuhan
Kepala sub seksi sarana pelabuhan mempunyai tugas/
fungs: melaksanakan sebagian tugas Kkepala pelibuhan
dibidang sarana pelabuhan meiiputi
1. Melakukan pemeliharaan bangunan, dermaga perz atan,
kapal kerja dan fasilitas lainnya, serta me~jatur
pelak-sanaan pengerukan di alur dan kolam peslabuhzn,

-

2. Melakukan pemeliharaan mesin, instalasi listr-: dan
air.

2. Membimbing dan mengawasi tugas-iugas anggota s2Ksi
saran dalam hak kedinasan.

4. Koordinash dengan seksi lainnya dalam lirg.ungan
pelabuhan penyeberangan Bajoce.

5. Memberikan laporan Kepada Kkepala pelabuhan atas

celaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada +ezpala

pelabuhan,

L
1
jaui]
p

Dalam menjalankan tugas kepala sub sekss

pelabuhan dibantu oleh beberapa orang petugas yaitu

1. s pembangunan dermaga dan peraltatan
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f. Kepala Sub Seksi Ketertiban mempunyai tugas antara lain
adalah sebagai berikut
1. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan ketertiban

dan keamanan dalam daerah Kerja pelabuhan.

[

Mengkoordinir kegiatan/pengawasan, pemadam kebakar-
an, P3X dan SAR.
3. Dan 1ain—1aiq tugas yang diberikan ¢leh kepala
pelabuhan.
4, Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab
kepada kepala pelabubhan.
Kepala sub seksi ketertiban ini ZJibantu cleh beberapa
petugas antara lain
a. Petugas Keamanan dalam pelabuhan

b. Petugas pemadam kebakaran. P3K dan SAR

B. Organisasi Pemungut Retribusi Pelabuhan Bajoe Kabupaten

Daerah Tingkat II Bone

Organisasi ocelaksana pemungutan retribusi adalah
dinas pendapatan daerah sebacai unit pelaksana tehnis
daerah pada Kabuosaten Daerah Tingkat II Bone.

1. Adapun mengsnai susunan organisasi dari Dinas

Pendapatan Daerah adelah zebagai berilhut

pendataan dan pendaftaran
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d. Seksi pembukuan dan peltaporan

e. Seksi penagihan

f. Seksi perencanaanh dan pengendalian operasional

g. Unit pelaksana tehnis daerah

Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah
Tata Keria dari Dinas Pendapatan Daerah vaitu

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pendapatan
Daerah menetapkan sistem prinsip koordinasi,
integrasi, singkraniszsi, baik dalam lingkunganDinas
Pendapatan Daerah mauzcun antar unit ¢rganisasi lain
di  luar Dinas Penrdzpatan Daerah, sesuai dengan

bidang tugasnya.

[

Kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi dan
Lepala unit pelaksanz tehnis daerah, integrasi dan
singkronisasi, baik dalam lingkup unit organisasi
maupun antara unit organisasi dalam Dinas Pendapatan

Daerah.

(€8]

Kepala urusan bertanggung jawab kepada sub bagian

tata usaha.

4, Kepaia sub seksi be-tanggung jawab kepada kepala
seksi.

5. Kepala sub seksi bertanggung jawab kepada kepala
'Delabuhan.

8, Kepala zZrusarn dan vezzla sub sebtsy UPTD bertanggung

jawab kepada unit pelalsana tehnis daerah,




3.
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Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061,

/1/1861/PU0OD;: tentang susunan dan tata kerja Dinas Penda-

patan Daerah Tingkat Il sebagai berikut

1.

rJ

Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelak-

sana pemerintah daerah dibidang pajak daerah, retribusi

daerah serta pendapatan derah lainnya dan pajak bumi

dan bangunan Kkecuali untuk sektor perkebunan, per-

hutanan dan pertambangan.

Dinas Pendapatan Daerah melaksanakah tugasnya sebaga’

berikut

1. Melaksarakan pembinaan dan pengembangan pendapatan
daerah vyang bersumber dari pajak daerah, retribusi

dan pendapatan daerah lainnvya.

ra

Melaksanakan segala usaha koordinasi kegiatan
pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan
daerah ke Xas daerah secara maksimum, baik sumber
pendapatan daerah maupun sumber pendapatan daerah
yang barus berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang besrlaku.

3, Melaksanakan sebagian urusan perpajakan daerah.
retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnva
yang pendapatannya secara keselﬁruhan atau sebagian
telah diserahkan rkepada daerah yang bdersangkultan
menurut ketentuan peraturan perundang-uncangan  yang

berlaku termasul pajal sumi dan  bangusan  kecuald

j]
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untuk sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan
Pembinaan tehnis operasicnal, bimbingan dan petunjuk
kepada dinas atau unit kerja lain vang melaksanakan

pungutan pajak daerah serta pendapatan lainnva.

Adapun fungsi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai

berikut

q

e ]

Melaksanakan pendaftaran wajib pajak daerah, wajib
retribusi serta penerimaan surat pemberitazhuan obyek
cajak, pajak bumi dan bangunan dan dokumen lainnya,
dan mendistribusikan surat pemberitahuan pajak-pajak
terhutang tersebut kepada wajib pajak.

Melaksanakanh penetapan jumlah besarnya pajak daerah
dan jumlah besarnya retribusi daerah, serta menerima
surat pemberitahuan pajak terhutang PBEB lainnya,
serta mendistribusikan surat pemberitahuan pajak
terhutang tersebut kepada wajib pajak.

Melaksanhakan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan
dan penyetcran pajak daerah, retribsui daerah dan
pendapatan lainnya dan melaksanakan pebukuan 3Jan
pelaporan atas pungutan dan pembayaran atau
penyetoran PBB berekenring kantor Kas Negara.

Mengkoordinasikan pelaksanaan cperasional pemungutan

retr=ibusi fdoz-ah dilacangan
. 5 b g = BN - .
Melalsanakan cenagihan atas pembayaran Jan
;- T e T~ 4 R PR A -k P o k- R
penyetiran ©agi wajil rajak daarah atau retsribus)



daerah dan pendapatan daerah lainnya, sepanjang
dalam batas kewenangannva.

6. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian operasi-
cnal tentang tehnis pemungutan/pembayaran/penye~
toran, analisis. evaluasi <an  pemantauan serta

penggaltaian darn peningkatan pajak daerah serta

C. Perkembangan Arus Lalu Lintas Angkutan Pada Pelabuhan

Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone

Arus lalu lintas angkutan laut pada pelabuhan Bajoe
Kabupaten Daerzh Tingkat I1 Bone meningkal dari tahun ke
tahun., can memp=rlihatkan perkembangzn yang sangat pesat,
hal ni disebabkar karana disamping posist pelabuhan  itu
sendiri vaitu terletak pada jalur perhubungan darat yang
merupakan urat nadi perekoncmian Sulawesi Selatan. Dan
juga terketak npada pesisir pantai »ang cukup potensial
untuk era perdagangan.

Adapun perkembambang erus lalu lintas angkutan pada
pelabuhan Bajoce Kabupaten Daerah Tingkat I! Bone vaitu
alu lintas penumpang pada pelabuhan

1. Perkembangan arus

Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat I1 EBone yaitu

Untulk melibat LTS perkembatszan penumpany vaneg
melalui polabunge Eajose  dapsat <2 lihat pazda tabs?




JUMLAH ARUS PENUMPANG PADA PELABUHAN BAJOE KABUPATEN

TABEL

01

DAERAH TINGKAT Il BONE TAHUN 1933 - 1996
No. TARUN NAIK TURUN JUMLAH
1 1893 198.745 17¢.380 369.105
2 1994 224.398 200.515 424.913
3 1885 249.581 205.793 445,374
4 1995 271.5186 228.618 500.134
Sumber Data : Kantor Penyeberangan Pelabuhan Bajoe Kabu-

patenh Daerah Tingkat II Bone tahun 19%7.

2. Perkembangan jumlah arus barang yang melalui pelabuhan

Bajoce Kabupaten Daerah Tingkat II Bone

Berikut kita akan melihat jumlah arus barang vyang

keluar masuk melalui peslabuhan Baioe Kabupaten Daerah

Tingkat 11 Bone.
TABEL 02

JUUMEAH ARUS BARANG YANG MELALUI PELABUHAN BAJCE
KAEBUPATEN DAERAH TINGKAT IT BONE TAHUN 1993-1996

NG . TAHUN NATK TURUN JUMLAH
1 1983 31.521 13.070 44,593
2 199. 35.228 17,425 52.557
3 19958 34.131 15.748 50.379
£} : *Qag =8.128 19,987 78.112

!

| |

Sumbar Tzta Kantor Penyeberangan Pelabuhzsn Bajce Kabu-

paten Daerah T.ngkat 11 Beone tahun 1957



'
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3. Perkesmbangan arus lalu lintas kendaraan yang menyebe-
rang melalui pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat
11 Ecne.
TABEL 03

JOUMLAH ARUS LALU LINTAS KENDARAAN YANG MENYEBERANG
MELALUI PELABUHAN BAJOE TAHUN 1893-1996

NG TAHUN NATK TURUN JUMLAH
1 1993 10.903 10.077 20,980
2 | iaea 13,031 11,901 24.922
3 {r 1995 15.542 12,184 30.726
B E 396 16.655 15,569 32.225

|

Sumber Cata : Kantor Penyeberangan Pelabuhan Eajoe Kabu-
paten Daerah Tingkat I1 Bone tahun 1897,




BAB 1V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Pelaksanaan
untulk pertama kalinva
Tingkat II Bgne Nomor
cada perkembangan yang

vanga ada dengan target

Qileh karena

cerlu untuk mengadakan

kenaikan tarif retribusi

Adapun perubahan

bherdasarkan

pemungutan

ity Pemerintah Daeran Tingkat II Bone

pada Peraturan Daeranh Tingkat [1I

retribusi pelabuhan Bajoe

berdasarkan pada Peraturan Daerah

7 tahun 1975, Namun melihat dari

sangat pesat dan melihat realisasi
yang telah ditentukan sangat minim.
merasa
perubahan Peraturan Daerah mengenai
pelabuhan Bajoe.

tersebut

kenaikan tarif retribusi

Bone Nomor 48

tahun 1994, tentang retribusi izin masuk keluar bagi
kendaraan dalam ©pelabuhan serta bea angkutan melalui
petabuhan Bajoe dan sekitarnya dalam Kabupaten Daerah
Tingkat Il Bone,

Adapun vang dikenakan pungutan retribusi pada
selabuhan 2ajoe vaitu. semua kendaraan yang keluar masuk

ataupun yang datanag

setiap penumpang

pelakunan Baioe

semua barang vang
dari
kapal

Fatcupaten

akan diberangkatkan

luar daerah Kabupaten Bone,

dan hewan keluar melalui

yang

Taerah Tingkat 11 Bone.

-
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Adapun tarif pungutan retribusi vang ditetapkan pada
kendaraan vanhg keluar masuk melalui pelabuhan Bajce dan
bea angkutan kapal barang. penumpang dan hewan berdasarkan

peraturan Daeranh Tinakat II Bone nomor 7 tahun 1975 adalah

1. Truk adalah kendaraan vang bercda empat atau lebih yarg

semata-mata dipergunakan untuk menaangkut baranrg

tarifnya adalah

- Truk vang ‘theroda 2nam 'e.atas zgehesar HRp 1,780, -
o LR 0s ;2% e EATIRS W EE e linis greymn S0 |

- Trao Lang hteroda empat s2tesar Rp. 10500 (seribu lima

2. MBS 0k ~us dan sejenisanya adalah  kendaraan  yang
Bercodz  amzat ataw Jebih yvang semata-mata dipergunlan
untut o mysatarn panumpang atau kbararc-iharang. i Ci T RYH
ada’ah
- Bus sebesar Fp. *1.200.- fs:- huorupiahd

- Non hUy szhess Rp. 780,~ (tuiug ratus 1ima pulub

3. ~~tzl adalz kendaraan yang bercds dua vang  di
Jaraxkan dengan tenaga hewan atau manusia.

Serobalk  vang di gerakkan dengan tenzan manusia



L, )
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4. Sepeda motor adalah kendraan yang beroda dua dengan
tarif Rp. 100,- (seratus rupiah}

5. Roda adalah kendaraanyang beroda tiga yang digerakkan
cleh tenaga manusia. Tarifnya sebesar Rp. 50,- (lima
puluh rupiah)l.

6. Barang angkutan iangsung

- Beras. garam, gula, dan gandum sebesar Rp. 1.000,-

{saribu rupiah} perton,
- Barang-barang muatan lainnya vyang tidak termasuk

dalam angka di atas sepanjang tidak bertentangan
dengan pearaturan perundang-udnagan yang berlaku
tarifnya sebesar RP. 500.- (lima ratus rupiah?

petrtcn.

e |

Hewan-hewan

- Kuda, sapi. rerbau, dan sejenisnya tarifnya sebesar
Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per-ekor,

- Kambing, babi dan sejenisnva tarifnya sebesar
Rpo.1.000 {seribu rupiah} per-ekor.

8. Panumpang kapal sebasar Rp. 250,- {dua ratus 1ima puluh

Mengingat Dbesarnya pungutan yang dikenakan kepada
saluruh wajib retribusi tersebut tergolong masih rendah,

maka dengan itu. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il

rn
o
"3
i

- LR
nerly Rivany

sa menaikan tarif retribusi  pelabuhan

m

jaM]

[
1



Adapun c¢ara vyang ditempuh vaitu dengan menetapkan

tarif baru berdasarkan peraturan Daerah Tingkat 1II Bone

nomor 46 tahun 1994, vang telah disvahkan oleh gpemerintah

(8

4

Adapun tarif btarunya sebagainya berikut
Truk adalah kencdzrazn yang beroda empat atau lebih yang
semata-mata dipetrgunakan untuk mengangkut barang

tarifnya adalah szbagai berikut

i

‘ang  hercda enam ke atas ssebesar Rp., 2.000,-

ratus rupiahl.
Bus, non bus dan sejenisnya adalah kendaraan yang
beroda empat atau lebih yang ssmata-mata dipergunakan
untuk muatan penumpang atau barang-barang, tarifnya
adalah
- Bus sebesar Bp. $.500.- {seribu lima ratus rupiah)}
- Non bus sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah}

Cerchak adalah kendaraan yang beroda dua dan digerakikan

i)

dengan tenaga jhewan atau manusi

ey, 200, {(dua ratus rupiahd

- ferohak vang digerakkan dengan tenaga hewan sebesar

= * e rao- e - 3 v

EE TSN a00., - Lo A TS orupIan .
= -4 - = fat ot b n s A R 5 a3 f
Sgnada  mitor oziztat antaraan tercde dua dengan tarid
. - ' - - PR - - 5
sebesgr Fro. Z000- Dlun CLTUL ichan?
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- Roda adalah kendaraan yang bercoda tiga yang digerakkan
oleh t=naga manusia. Tarifnya sebesar Rp. 100, ~
tseratos rupiahd,

0. EFarang =nabuvtan langsung.

- Heraz. garam, gula dan gandum szbecar Rp. 1L500, -
fzeribn lima ratus rupiah) per ton.

- "

i

rang-harang mdatan laimnmya yvang kidak fermaszubk AL

atas  sepanjang tidak bertentangan dennan  peraturan
peErundang-undangan vang  herlabku vang berlabu.

Tarifsr a sebeszr Rp. 1.000 {(seribtc rupish) per ton.

- Fuda. zapl, hkesrbauw dan ceienisnvae. Tarifnva sshas

1]
i}
i

Fp. Z.000,- (+igs ribu rupiah) per skor.

- ¥Famhirno

=1

babki dan sejenisnva, tarifrnva zebezar

Fp. 1,000 {(zeribu rupiah), per ekor.

1k
i
il

Felatuhan Bajoe memilibi  dus fazilitasz oo
pencrimaan retribusi untuk melakzanakan begiatan
pemungutan  retribusi vaitu, pos retribusi pelatuhan dan
pos retribuasi Dinas Fendapatan Daerah.

Fos pemungutan retribusi Dinas Fendapatan  Daerah
irmi bertuiuan untuk melakukan purigutan retribusi

pelabuhan untubk menuniang pendapatan daerab, dalam  hal

ini  pemerintsh dserah Tingkat 11 Bone. FPemunoutao and

il
!
o
r

e

dilztukan oleb staf UWFTD {unit pelakzang tehniz  da

resanatan Tanete Risttamg Timur vang ditumjul oleh PFEpala
Tinaz Fegnc-patan Dasrah vang bertugas melakuban SUn UL An
retrobusi Loan beluasr wasub pelabuhan Teios ZEn rsnriooTs
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angkutan  fapal berupa barang, hewan dan pPerumpang,

Felaksanaan punaqutan dilakukan pada pintu teluar masuk

relabubhan dimara petugas mergeliuarkan TPR‘yang ditrerikan

kepada FEngQauna jasa untuk dibaysr sebagai barcis irzip

masuk . btegitu juge denganm Larang dilakbukan pemerilzaan

mengenal jumlah Az o

Yang hargs dibza sy o2

Hasil  ponrgutan

bepada KFepal s UETD ke

TErL b Eegoal das b oo
punguban veang dibe ! s
Tinggu  Fe BRE Dinas

Semiaa fasii L dne ]

diterima oleh gerdaly

PEFIS

oro b Hg
rerening  eatasz  rama

etic

M

1

7 obulan nang =
pelabubian pada Bank P

hak  pemerintah dan d

Faz Dasralk. Sedanghk
target cENerimaan,

inzentif  atac upah o

dengan  proscs admini

Dinsm Fondasa b s Daee ah

olume baramg urntuk mengstatail jumlah
N opengguna tereshat .,

retritusi disetor oleh staf UFTD
sgmatan Tanete Fiattang Timore zebisp

2 UFTR snx mEGQUNpUlkan zenuas jomis

Fendapatan Dasrah Tingkat IT1  Bone.
SN karcls akau TRR gelabtuban ¥ Arg
@raman bhuEus penerims zetiap hari
ko Fembangunan Dasrab (SGFD) dengan
FKepala Dimas Fendapatan Daerab dan
impanan hasil perniuvalan kupon TFR

embangunan Daerah (EPD) vang @menjadi

AEran untuk selanjutnya di zetcr le
an  untuk  meningkatkan pendapatan
maka petugas peEmungut diberitan

vngut zebesar 107 (sepuluh  persen)

Tim&an yang disetor ke ®as  Daeroh

strasi vang ditetapban oleh Fepala
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-a

darn  pengembangan pelabuhan bajos vang dilakbeznaban oleh

i

aparat retugas pelabuban.  Untul mEnEn el an jumlah

retritos: ang dibkebanban b i et abuban
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TASST 8
SIFAP RESPONDEN TERHADAP PELAKSAMAAMN DEMUNGUTAM
SETRIZUST PZLARBUHAN BAUOE HABUDATEN DAERAH
TINGKET 11 BONE
- — e o -—— =
Moy Tikap Responden Freluensi Perzentaza é
l
- -~ E
i I = o ot i L 2 '
ferzrima T 58 nn oy i
. s i
2 Cukup menerima 15 23,08 %
I
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- I -~ - |-
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g™ ) . L, L 3 .
l l - _
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Bajoe sedang sebanyak 40 orang dengan presentase 61, ,54%

responden yang menyatakan tinggi sebanyak 15 orang dengar

ey

cresentase 23.,08%, responden  yang menyatakan rendzr
sebanyalk 10 crang dengan presentase 15,38% darn  responds
»ang tidak mempunyai tanggapan tidak ada.

Oari data ¢di  atas menunjukkan harwe Desarn.:
sungutan  Jenhgana  adanya pergbahan haru, tidal mMenjaz
masaltlah  bagi pengguna jasa. Karena penggunz  jasa  sud:z
~erngangaar  bahwa kenailan tarif  tersebut memarg sudze

elayaknys mengiagat nilal uang bhegitu tirgzs < band i
* ahun gerelEtEeEET ey

Sebagail  perhandingan bagi kita, Penulis meizampirtz-
realssasy  sang  dicapai Pelabuhan Bajce  daengan zdan.
artf o bDaru terzebul

TABEL 08
DEALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MASUNKELLUAR
PELABUMAN BAJCE WKABUPRATEN DAERAH TINGKAT [T BONE
TAHUN ANGGARAN 1992 - 1997
NC. Tahun Target? ! Fezlisag )
! 1 52793 LO7 . E88 000 = TOLT27 080 -
2 233/94 102.812.000, - 59.371.400 -
2 54,495 201.312.000, - 210,022,780, ~
4 a5,/485 210.056.000, - 228.218.000, -
£ as/a7 227.3218.000.,- 232527 B0~
P o — e
Sumber Dat:a Fantaor Dirasz Pendapatar Daerar ‘abunate
Daersh Tingrat ID Zone tanun 737
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B. Kemamrpuan Perscnhii Dalam Pelaksanaan Pemungutan

Retribuszy.

Farnoruan ordt merupal 2o fabtor utamz yang sarget
ToTAr T U Ly s e e ey P S o RO
Mersipatr LAt T aiuan

Bersa5ar o Bk I oan N e ds el cRiteINulkarn Sl ek
Soviiiz ToomEsl HmlaR CETawRS arg Jipedarjakan didzalam
PRRERS Foc ceodRdd TEaradl TiASIStdAM Y EcrfsclanysiiieE arane
JEYS memszzing czbatan mulai dars Kepata Dinas. Sub Bagian,
Jrusan *=zala Unit Selbsi dan 3Sul Seksi, Tiga orang
diantera-s. s ditampatlan sebagzy petugas dilapangan yang

melabsanz ar c2ruogutan retribuzi pelabuhan Bajce.

Titzear 1 Panulis menggambarkan hat~-hzl vyang ber-
sehoarul: 23037 getuwgas selibuhan Bajoce sehingga meningkat-
tan o orodas Tavitas kerjanys
a. Kuantitas personil

Ta i zmeoreliTian 73 Paautis lakubkan dimang
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab =zzrdahulu. tentana mekanisme

pelaksanaan cemungutanr retribuzi pelabuhan Baijoce kabupaten

Caerah Tingkat !i Bone. maka “snuligs dapat menaril kesim-

pulan sebagai berikut '
t. Adapun mekanisme pelakszznaan pemyngutan retribusi
celatbuhza~ Bajece vaitu :emua kendaraan, harang.

penumpang. dan hewan +3:~g keluar masuk melalui

-

pelabuhan EBajoe dikenakan retribusi dengan tarif vang
telah ditentukan. Terkecuz'i penumpang sebelum naik ke
kapal terlebih dahulu memzayar retribusi pelabuhan.
Dan selanjutnya hasil pu-~zutan itu disetor ¥e Bank
Pembangunan Daerah melalui tendaharawan khusus senerima
dengan rekening atas narz Kepala Dinas Pendapatan
Daerah untuk selanjutnya ke Kas daerah,.

Wataupun tingkat pendidikan personi] masih tergolong

r~S

sederhana. namun dengan rcengaltaman yang diperocleh dan
juga keterampilan vang adz. maka dapat dikatakan bahwa
pelaksanaan pemungutan retrrbusy tetap berjalan lancar
dan mencapai keberhasilar. Hal ini dapat dibuktikan
dengan beberapa pernyataar responden dengan kebanyakan
mereka puas dengan perlzkuan vang diberikan oleh

netugas.

(53
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Saran-saran

Adapun saran-saran Penulis adalah sebagai berikut:
Meskipun mekanisme pemungutan telah ditetapkan, tanpa
pengawasan vang baik dalam petaksanaannva. maka hasi!
vang diperoteh sangat minim atau mungkin tidak sepert?
vang diharapkan., Untuk menghindari hal tersebut. maka
diperlukan pengawasan vang i1ntensif dari pihak vyang
berwenang.
Mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi pelabuhan
fajoe. berdasarkan wawancara Penulis dengan Kepala
init Pelaksana Tehnis Daerah Kecamatan Tanete Riattanc
Tymur. masih adanva segelintir masvarakat yang tidak
menvadari tewaiibannva membayar retribusi denagan
berbagait atasan. Dlehnya 1tu diperlukan kemampuan
acarat untuir menjelaskan betapa pentingnva retribus:-
tersebut untuk membiavail pembangunan daerahnva sendiri,
Dan pembanaunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh
masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat 1] Bone pada
khususnya dan pembanaunan masvarakat Indonesia pada
umumnyva.,
Untuk mengkhindari adanya ¥kecurangan dalam pelaksanaan
pemungutan retribus:. maka selavaknyalah pengawasan

celaksanaan pemungutan retritbusy lebih diperketat.
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